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PUTUSAN
Nomor 0899/Pdt.G/2018/PA.Bn

P15 P -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :
PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,
pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sekarang
beralamat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkulu dengan register Nomor 0899/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 10
Desember 2018 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Jum’at tanggal 12 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor
182/11/V11/2015 tanggal 15 Juni 2015;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda 1

anak dan duda;
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3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah
tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat di Kelurahan Sawah Lebar sampai sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri dan dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun 3 bulan (lahir
tanggal 21 September 2015);
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan
tetapi sejak bulan Oktober 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dengan sebab:

a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap
Penggugat;

c. Tergugat sering berjudi;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat menggunakan
handphone dan keluar rumah, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat
itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri
lagi (pisah ranjang) hingga sekarang;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak
berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga
bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan
diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil —
adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya,
meskipun telah  dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas
panggilan Nomor 0899/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 21
Desember 2018 dan tanggal 8 Januari 2019 serta tanggal 6 Februari 2019
yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai
menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan,
oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur
hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu
dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
182/11/VII/2015 tanggal 15 Juni 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu)
orang saksi kepersidangan bernama:

1.

SAKSI 1, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan turut orang tua, tempat
kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan No. 0899/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat Kelurahan Sawah Lebar sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak,

sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar,

namun saksi mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena

Tergugat sering mukul Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah

kalau balik terjadi ribut, Tergugat main judi, Tergugat mabuk-mabukan

saksi sering melihat Tergugat mabuk;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang

lebih 4 tahun,Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan No. 0899/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan kesulitan untuk
menghadirkan seorang saksi lagi di persidangan dan atas pertanyaan majelis
hakim Penggugat menyatakan sanggup untuk mengucapkan sumpah supplitoir
sebagai bukti tambahan;

Bahwa atas perintah majelis hakim Penggugat telah mengucapkan
sumpah supplitoir (pelengkap) yang berbunyi “ Wallahi, Demi Allah saya
bersumpah bahwa dalil gugatan dan semua yang saya sampaikan di

persidangan adalah benar”;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang
menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan
dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah
dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu
tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah
tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat
tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering memukul dan
mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering
berjudi, akhirnya pada bulan Juni 2016 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran sehingga akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang
dan tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung
selama 2 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan
ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar
dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti P. dan satu orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut,

majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yakni Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P.
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik,
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P. telah memiliki
nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus
dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga
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dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan
hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut di atas Penggugat telah
pula menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Terhadap alat bukti
satu orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan atau dihadirkan oleh
Penggugat  belumlah cukup memenuhi syarat pembuktian dan belum
mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukan saksi
(UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), oleh karena itu untuk melengkapi
pembuktian kepada Penggugat diperintahkan untuk sumpah supplitoir

(pelengkap) dan Penggugat telah mengucapkan sumpah supplitoir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti P dan keterangan satu orang saksi serta sumpah
supplitoir Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan
fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada tanggal 12  Juni 2015 dan sampai sekarang belum
pernah bercerai;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal
sekurang-kurangnya selama 2 tahun 8 bulan karena Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali
kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
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- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahnya
tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 2
tahun 8 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya
masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana
Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak pergi
Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka menjadi
petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah

(broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau
untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai
dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan

Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ey T 5 r.i__u\ G Stz 55

)_,ﬂ.\ Y@J‘adu‘wja{yré‘—z,ud_a:-_}

@/ }*‘///

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”
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Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan
tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan
perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan
menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua
belah pihak, padahal menghindari mudharat itu lebih diutamakan dari pada
meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai
berikut:

<

adlaall dx wle pada sulioll

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada

mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan
sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan
tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam,
maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
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maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya
sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;
Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Demikian  diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Sugito S, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza. M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi para Hakim Anggota dan Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
Sugito S,SH.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Dra. Hj. Fauza. M. H. Gusnahari, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran RP 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 175.000,-
4. Redaksi RP 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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